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ABSTRAK

Lahirnya lembaga jaminan hak tanggungan melalui diundangkannya
Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah
Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (UUHT) bertujuan untuk
mengakomodasi kebutuhan lembaga perbankan sebagai upaya mengamankan
kredit yang disalurkan kepada masyarakat. Hak Tanggungan memberikan
kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur
yang lain apabila terjadi wanprestasi oleh debitur. Namun demikian masih
terdapat kekosongan hukum dalam UUHT terkait perlindungan hukum bagi
kreditur apabila terjadi obyek hak tanggungan dinyatakan gugur demi hukum
berdasarkan putusan pengadilan.

Penulis dalam penelitian ini ingin menelaah dan menganalisa lebih lanjut
tentang akibat hukum bagi kreditur setelah obyek jaminan Hak Tanggungan
dinyatakan gugur berdasarkan putusan pengadilan dan bentuk perlindungan
hukum bagi kreditur atas gugurnya obyek jaminan hak tanggungan.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu
penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan
hukum sekunder sedangkan pendekatan masalah dilakukan dengan menggunakan
pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa gugurnya obyek Hak Tanggungan
oleh putusan pengadilan mengakibatkan berubahnya posisi Kreditur yang semula
berkedudukan sebagai Kreditur preferent menjadi kreditur konkuren yang dalam
pemenuhan piutangnya tidak dapat didahulukan pelunasannya. Perlindungan
hukum bagi Kreditur atas hapusnya obyek hak tanggungan dapat diperoleh secara
preventif melalui perjanjian dengan memasukkan klausul mengenai penggantian
obyek jaminan dengan obyek lainnya dan secara represif dengan cara mengajukan
gugat ke pengadilan bersamaan dengan permohonan peletakan sita jaminan
terhadap harta pihak yang melakukan wanprestasi.

Kata Kunci : Hak Tanggungan, Obyek Jaminan, Batal Demi Hukum
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ABSTRACT

The establishment of mortgage insurance agency through the regulation No.
4, 1996 Concerning the Right of Land and Land-Related Objects (UUHT) aims to
accommodate the needs of bank as the financial institution to secure credit
transactions that arechanneled to the community. Mortgage provides primary
position for certain creditorsin case of default by the debtor. Moreover, there is
legal vacuum within UUHT mainly about legal protection for creditor as the right
holder of mortgage when it is canceled by the court.

The present study tries to elaborate coupled with examine further about
legal consequences of creditor as rights holder toward mortgage that is aborted
by the court and legal protection for creditor concerning abortion of the
mortgage.

The method used in the present study is a normative legal research,
namely legal research which is conducted by examining the library materials or
secondary law while in finding and collecting the data is done by two approaches,
namely the law and conceptual approaches.

The present study concludes that the cancelation of mortgage by the court
stimulates alteration position of creditor in which at the beginning creditor holds
position as preferment creditor into concurrent creditor in which the settlement
concerning fulfillment of receivables can be preceded.Legal protection for
creditor in regard to the cancelation of mortgage can be achieved in two ways:
(1) preventive way through agreement by adding clause concerning replacement
of the mortgage with other mortgage; (2) repressive way by filling a lawsuit to the
court which is followed with application for confiscation replacement of collateral
against property of the party that is conducting default.

Keywords: Mortgage Rights, Warranty Object, Void ab Initio
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BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

1) Hapusnya obyek Hak Tanggungan sebagai perjanjian kebendaan
mempunyai akibat hukum, yaitu berubahnya posisi Kreditur, yang semula
berkedudukan sebagai Kreditur preferent yang mempunyai hak kebendaan
kemudian berkedudukan sebagai kreditur konkurent yang mempunyai hak
perseorangan. Kondisi tersebut membuat Kreditur mempunyai persamaan
hak dan persamaan kedudukan dengan Kreditur lainnya terhadap harta
seorang Debitur sehingga dalam pemenuhan piutangnya tidak dapat
didahulukan pembayarannya sekalipun di antara mereka ada yang
mempunyai tagihan yang lahir terlebih dulu dari pada yang lain.

2) Perlindungan hukum bagi Kreditur atas hapusnya obyek hak tanggungan
dapat diperoleh secara preventif melalui perjanjian dengan memasukkan
klausul mengenai penggantian obyek jaminan dengan benda lainnya milik
debitur apabila terjadi hapusnya hak atas obyek jaminan yang dibebani hak
tanggungan. Sedangkan perlindungan hukum secara represif dapat
diperoleh kreditur dengan mengajukan gugat ke pengadilan bersamaan
dengan permohonan peletakan sita jaminan terhadap harta pihak yang

melakukan wanprestasi.

89
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4.2. Saran
1) Kreditur harus selalu menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan
fasilitas kredit khususnya berkaitan dengan kondisi benda yang akan
dijadikan obyek jaminan agar tidak dirugikan akibat ketidakjelasan obyek
jaminan yang mengakibatkan kreditur menjadi kreditur konkuren.
2) Kreditur harus menempatkan klausul dalam perjanjian pokok mengenai
penggantian obyek jaminan apabila suatu saat terjadi mushah atau

hilangnya obyek jaminan milik debitur.
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